SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 893.3-273

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, KHUSUS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PARA PEJABAT ESELON IV DAN STAF POTENSIAL YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI PUSAT DAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kursus Administrasi kepegawaian bagi Para Pejabat Eselon IV dan Staf Potensial yang menangani bidang kepegawaian Departemen Dlama Negeri Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional kursus Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

b. bahwa ketentuan tentang Program tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

:  1.  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor  8 Tahun  1974 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 

: 

PERTAMA

: Program Pendidikan dan Latihan Teknis fungsional Kursus Administrasi Kepegawaian Bagi para Pejabat eselon IV dan Staf Potensial yang menangani bidang Administrasi Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Pusat dan Daerah.

KEDUA

: Program Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional kursus Administrasi Kepegawaian meliputi Program, Kurikulum dan Silabi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di 
:  Jakarta

Pada tanggal 
: 13 Oktober 1989

MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

NUGROHO
LAMPIRAN I
: SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
: 893.3-273

TANGGAL
: 13 Oktober 1989

PROGRAM KURSUS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BAGI PARA PEJABAT ESELON IV DAN STAF POTENSIAL, YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI PUSAT DAN DAERAH


BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

1989

DAFTAR ISI

I. Latar Belakang
II. Dasar

III. Tujuan dan Sasaran

IV. Peserta / Target Group

V. Kurikulum dan Metode

VI. Jangka waktu dan tempat

VII. Sertifikat 

VIII. Evaluasi

IX. Pembiayaan.

LAMPIRAN :

1. Struktur Kurikulum

2. Daftar Silabi.

KURSUS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PARA PEJABAT ESELON IV DAN STAF POTENSIAL YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI PUSAT DAN DAERAH.
I. LATAR BELAKANG.

1. Secara umum dapat digambarkan bahwa bidang Administrasi Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Pusat dan Daerah belum di selenggarakan dengan baik, sehingga mengurangi arti pentingnya pengelolaan pegawai sebagai aparat pelaksana tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan.

2. Hal ini semakin nampak apabila dikaitkan dengan kasus-kasus dibidang kepegawaian sebagai hasil temuan Itjen Departemen Dalam Negeri, sehingga dengan demikian diperlukan peningkatan pengabdian, kemamppuan dan ketrampilan para pejabat/petugas yang menangani tugas di bidang pengelolaan kepegawaian .

3. Perlu kiranya dikemukakan bahwa upaya melalui program pendidikan yang selama ini telah dilaksanakanm ternyata kurang mampu membekali peserta kursus untuk menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian yang dihadapi.

Hal ini disebabkan antara lain materi kurikulum yang disajikan lebih bersifat umum dari pada arahan-arahan untuk membekali dalam menyelesaikan masalah-masalah factual, spesifikasi dan praktis.

4. Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri merendahkan dan membuat program pendidikan dan latihan bagi pejabat/petugas dibidang kepegawaian yang programnya disusun berdasarkan kebutuhan yang ditemui dilapangan oleh aparat pengawasan, sehingga dengan demikian program pendidikan dan latihan tersebut pada arah pada pencapaian prioritas pengembangan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang strategis, menonjol dan sering terjadi.

II. DASAR

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3-273 tanggal 13 Oktober 1989 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan kursus Administrasi Kepegawaian bagi para pengelola di bidang kepegawaian Departemen Dalam Negeri Tahun 1989/1990.

III. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

1. Meningkatkan  mutu dan pengetahuan para peserta dibidang administrasi kepegawaian dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para peserta dalam memecahkan masalah-masalah dibidang kepegawaian sebagai tindak lanjut dari hasil temuan aparat pengawasan.

3. Terciptanya aparatur yang berwibawa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang administrasi kepegawaian .

B. Sasaran 

1. Para peserta mampu memahami idea, sikap mental dan konsep serta kebijaksanaan dibidang administrasi kepegawaian yang diberikan.
2. Para peserta mampu mempraktekkan ketrampilan-ketrampilan dibidang administrasi kepegawaian .

3. Terciptanya  standar yang diharapkan agar para peserta mampu memecahkan masalah-masalah dibidang kepegawaian secara komprehensif dalam tugas-tugas setiap hari.

IV. PESERTA/TARGET GROUP

Peserta/target group kursus administrasi Kepegawaian adalah para pejabat eselon IV dan staf yang potensial yang membidangi tugas administrasi kepegawaian maupun pengawasan di bidang kepegawaian Departemen Dalam Negeri yang berjumlah ± 30 orang, terdiri dari pejabat Pusat dan Daerah.
V. KURIKULUM DAN METODE

a. Kurikulum
1.  Kurikulum kursus terdiri dari 3 komponen materi latihan yang saling berkaitan satu sama lain secara erat yang terdiri dari kelompok mata pelajaran dasar, pokok, dan penunjang.
2. Kelompok mata pelajaran dasar merupakan kumpulan mata pelajaran yang menyajikan tujuan arah sasaran, kebijaksanaan dan strategi mengenai administrasi kepegawaian dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

3. Kelompok mata pelajaran pokok merupakan kumpulan mata pelajaran yang menyajikan konsepsi, pola atau peraturan serta materi yang mengarah pada ketrampilan praktis, aplikatif dan pengetahuan terapan mengenai administrasi kepegawaian .

4. Kelompok mata pelajaran penunjang merupakan mata pelajaran yang bermanfaat untuk mengembangkan dan mengefektifkan penerapan kelompok mata pelajaran pokok.

b. Metode

1. Penyajian kebijaksanaan umum maupun teknis dibidang kepegawaian .
2. Diskusi untuk memecahkan masalah-masalah hasil temuan.

c. Struktur Kurikulum dan Daftar Silabi terlampir.

VI. JANGKA WAKTU DAN TEMPAT

1. Program kursus administrasi kepegawaian berlangsung selama 100 jam pelajaran (14 hari kerja).
2. Pelaksanaan kursus bertempat di Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri, Jalan Pahlawan No. 8 Kalibata Jakarta Selatan, Telpon 7990531.

VII. SERTIFIKAT

Sebagai tanda telah mengikuti program kursus administrasi kepegawaian , kepada peserta diberikan sertifikat dan disampaikan pada acara penutupan.
VIII. EVALUASI

1. Evaluasi kursus terdiri dari evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil penataran.
2. Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan pada akhir kursus terdiri dari:

· Pencapaian tujuan kursus administrasi kepegawaian .

· Penyelenggaraan kursus administrasi kepegawaian .

3. Evaluasi hasil kursus administrasi kepegawaian dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan dengan sasaran sebagai berikut :

· evaluasi awal, dilaksanakan pada waktu penataran di buka dengan sasaran dibidang pengetahuan peserta tentang materi kursus.

· Evaluasi akhir, dilaksanakan pada waktu akhir kursus penataran dengan sasaran dibidang peningkatan pengetahuan setelah mengikuti kursus.

· Evaluasi pasca, dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah peserta kembali ketempat kerja masing-masing dengan sasaran dibidan penerapan hasil penataran.

IX. PEMBIAYAAN

Biaya kursus administrasi kepegawaian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jakarta , 13 Oktober 1989
A.N. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

NUGROHO

LAMPIRAN III
: SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

: 893.3-273

TANGGAL
: 13 Oktober 1989

   DEPARTEMEN DALAM NEGERI
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

	NO.
	MATA KULIAH
	SILABI

	1
	2
	3

	I.
	MATA KULIAH DASAR
	

	
	1. Pembinaan Sikap Mental berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
	a. Taat kepada Agama.

b. Ideology Pancasila & Undang-undang Dasar 1945

c. Tanggung jawab/Disiplin

	
	2. Kebijaksanaan Pembinaan Aparatur
	a. Pengertian
b. Maksud dan Tujuan

c. Sistem Pembinaan karier

d. Sarana Pembinaan.

	
	3. Kebijaksanaan Dibidang Kepegawaian 
	a. Fungsi dan Kedudukan
b. Sasaran.

c. Orientasi menurut Bidang.

d. Pelaksanaan Operasional.

	
	4. Kebijaksanaan Pengawasan Dibidang Aparatur
	a. Pengertian.
b. Cara-cara Pengawasan Umum.

c. Tugas-tugas.

d. Susunan Pengawasan.

	
	5. Pengawasan Melekat
	a. Pengertian.

b. Tugas dan kedudukan pimpinan.

c. INFORMASI dari bawahan ke Pimpinan.

d. Tanggung Jawab.

	II.
	MATA KULIAH POKOK
	

	
	6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
	a. Pengertian mengenai Pegawai Negeri Sipil, Hak & Kewajiban.

b. System karier & Prestasi Kerja

c. Kode Etik Kepegawaian .

	
	7. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
	a. Pengertian dan prinsip Pengadaan PNS.
b. Persyaratan Melamar

c. Penyaringan Melamar.

d. Pengusutan/pengangkatan Calon PNS.

e. Perhitungan masa kerja untuk Penetapan Gaji Pokok.

f. Latihan Pra jabatan (LPJ).

g. Persyaratan Pengangkatan menjadi PNS.

h. Penempatan PSN.

	
	8. Mutasi Kepegawaian 
	a. Kenaikan Gaji Berkala dan Istimewa.
b. Kenaikan pangkat.

c. Pengangkatan dalam Jabatan

d. Perpindahan antar instansi/wilayah kerja.

	
	9. Pembinaan Disiplin PNS 
	a. PP. 30/80 tentang Peraturan Pokok Pegawai Negeri
b. UU. 8/74 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .

c. PP. 4/66 tentang Skorsing PNS.

d. SK. 10/81 tentang Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang memiliki Ijazah Palsu/Aspal.

e. PP. 32/79 tentang Pemberhentian PNS.

f. PP. 10/83 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS.

g. LP2P 38/86 tentang Laporan pajak pribadi.

h. PP. 6/74 t Pembatasan kegiatan PNS dalam usaha Swasta.

	
	10. Tata Usaha Kepegawaian 
	a. Tata Usaha Kepegawaian 
b. Kelengkapan Syarat Kerja kepegawaian .

c. Penyimpanan Tata Naskah.

d. Computer.

	
	11. Pola Pembinaan Karier
	a. Pengertian.
b. Penempatan dalam jabatan.

c. Perpindahan alih tugas dan alih wilayah.

	
	12. Formasi pegawai
	a. Pengertian, dasar & Sistem Penyusunan Formasi PNS.
b. Rencana Kebutuhan/Lowongan Staf menurut kwalifikasi pendidikan.

c. Analisa Kebutuhan.

d. System penerimaan Pegawai untuk pengisian Formasi.

e. Kebutuhan formasi untuk kenaikan pangkat.

	
	13. Pensiun
	a. Pengertian.
b. Pelaksanaan Pensiun.

c. Proses.

	III.
	MATA KULIAH PENUNJANG
	

	
	14. Koordinasi dan Komunikasi (Human Relation)
	a. Pengertian.
b. Bentuk koordinasi.

c. Prinsip-prinsip komunikasi.

d. Komunikasi dibidang Administrasi.

	
	15. Statistik
	a. Pengertian.
b. Peranan statistic dalam administrasi kepegawaian .

c. Tabulasi data.

d. Pengolahan data.

e. Penyajian data.

f. Penggunaan statistic.

	IV
	DISKUSI
	Topic : masalah dibidang :
· Pengangkatan Calon Pegawai.

· Kenaikan Pangkat.

· Pembinaan Disiplin PNS.

· Tata Naskah Kepegawaian .


Jakarta, 13 Oktober 1989

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

NUGROHO

